KPK 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA . KECAMATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : YOSUA LADEN
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 489039
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 16.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 2DP / SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

16.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. =5t
Sub Total Rp. 31.000.000
. HUTANG Rp. 219.455.142
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. -188.455.142
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA . KECAMATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ACHMAD RIDJANI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
3. NHK . 687745
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 115.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m2/235 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 84.000.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1500 S Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. L

D. SURAT BERHARGA Rp. ——

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 19.539.107

F. HARTA LAINNYA Rp. (A

Sub Total Rp. 218.539.107

lil. HUTANG Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 218.539.107
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA . KECAMATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ARBAIN ASYARI
2. Jabatan : LURAH KARANG MUMUS
3. NHK : 194710
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/80 m2 di KAB / KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI, Rp. 150.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 5.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI

Rp. 5.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ——-
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ——-
Sub Total Rp. 160.000.000
. HUTANG Rp. ——-
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 160.000.000
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA . KECAMATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HARRY SANTOSO ABIDIN
2. Jabatan : LURAH PELABUHAN
3. NHK . 485248
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.035.000.000

1. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL
SENDIRI Rp. 70.000.000

2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL
SENDIRI Rp. 25.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , Rp. 450.000.000

4. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, Rp.
750.000.000

5. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, Rp.
120.000.000

6. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, Rp.
120.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 325 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 117.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5J MT Tahun 2012, HADIAH Rp.
100.000.000

2. MOTOR, HONDA SINGLE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 67.250.000
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D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 25.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -—ar

Sub Total Rp. 2.244.250.000

. HUTANG Rp. 605.750.928

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.638.499.072
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA . KECAMATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : NOORMANSYAH
2. Jabatan : KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 431430
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 110.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 52.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG CAPSULE Tahun 2000, HASIL SENDIRI
Rp. 52.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ==

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.918.236

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 178.918.236

. HUTANG Rp. 49.069.744

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 129.848.492
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA . KECAMATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MULYADI
2. Jabatan : LURAH BUGIS
3. NHK . 475781
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 310.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 199.000.000
1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
26.000.000
3. MOBIL, HONDA HR-V RU1.5 A MT CKD Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. s

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.812.070

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 515.812.070

lll. HUTANG Rp. 20.756.420

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 495.055.650
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA . KECAMATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AGUS SALIM
2. Jabatan : LURAH SUNGAI PINANG LUAR
3. NHK : 855059
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 350.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m2/10 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 38.000.000
1. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG KIJANG KAPSUL XS Tahun 1997,
HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ===

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--

Sub Total Rp. 50.350.000

. HUTANG Rp. 88.351.184

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. -38.001.184
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA . KECAMATAN SAMARINDA KOTA
I. DATA PRIBADI
1. Nama © WARDIYATI
2. Jabatan . KEPALA SEKSI KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3. NHK . 437744
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 305.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 5.000.000
1. MOTOR, HONDA NC12A1CF AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.

5.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ==
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.700.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ---
Sub Total Rp. 312.700.000
. HUTANG Rp. 75.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 237.700.000
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA . KECAMATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : FATHIAH RAMLEE
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
3. NHK . 437821
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. L3
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 3.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO 110 CC Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.

3.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 20.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. =5t
Sub Total Rp. 23.000.000
. HUTANG Rp. 45.465.400
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. -22.465.400
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

2024

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

UNIT KERJA . KECAMATAN

I. DATA PRIBADI
1. Nama © KAPTI LESTARI
2. Jabatan . KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3. NHK . 258801

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/113 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
1.500.000
3. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
17.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX 155 CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 19.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

1.040.000.000

41.000.000

63.000.000

2.000.000

1.146.000.000

1.146.000.000

Catatan:



KPK 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA . KECAMATAN SAMARINDA KOTA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MARIYANA
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 438250
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 120.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 5 m2/13 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 9.000.000

1. MOTOR, HONDA NEW SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI

Rp. 9.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ==
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.500.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ---
Sub Total Rp. 131.500.000
. HUTANG Rp. 113.762.972
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 17.737.028
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



